SAMEUTAN
KEPALA BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
PADA ACARA

“DISKUSI PENATAUSAHAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN SEBAGAI

BARANG MILIK NEGARA (BEMN)"

Selasa, 14 Juni 2022

Dilaksanakan melalui daring dan luring

Assalamualaikum warahmatuwlahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

1. ¥Yang kami hormati, narasumber:

a.
b,

C.

d.

e.

Ibu Dewi Kartikasari, Plt. Kepala Bagian Umum Perpustakaan Nasional Rl;
Sdri. Dewi Kaniasari, Kepala Subbagian Perpustakaan BPK RI;

Sdr. Deddy Setiawan, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKML
Jakaria |l Kementerian Keuangan RI;

Sdri. Hariyah, Pengurus Forum Perpustakaan Khusus Indonesia;

Sdri. Mustika Watl, Pustakawan Muda Perpustakaan DPR Rl

2, Yang kami hormati, para kepala perpustskeaan pada lembaga negara dan

kementerian/lembaga. atau yang mewalkiii;

3. seluruh peserta kegiatan diskusi yang kami muliakan.

Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmal dan

karuniaNY A, sehingga kita dapat menghadin acara "Diskusi Penatausahaan Buku
Koleksi Perpustakaan Sebagai Barang Milik Negara (BMN) " di Perpustakaan BPK Rl

pada hari ini.



Hadirin yang saya hormati,

Perpustakaan khusus pada lembaga negara, kementerianfiembaga, dan pemerintah
daerah memiliki kekhususan dalam penatausahaan koleksi perpustakaannya karena
sebagian perolehan Koleksi perpustakaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Betanja Pemerintah baik pusat maupun daerah (APBNAPBD). Mengacu pada
Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Daerah pada Pasal 1. Barang Milik Megara adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 2 menjelaskan tentang Barang Milik Daerah
yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau berasal dar peroclehan lainnya yang sah. Maka, mengacu pada
pada ketentuan tersebut, koleksi perpustakaan yang diperoleh atas beban
APBEMN/APBD maupun perolehan lainnya yang sah, seperti hibah, sumbangan, dan
sebagainya merupakan Barang Milik Negara/Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 102/PMK.02/2018
tentang Klasifikasi Anggaran, perclehan koleksi perpustakaan merupakan anggaran
“belanja modal lainnya”. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Rl NMomor
181/PMK.06/20168 tentang Penatausahaan BMMN disebutkan bahwa koleksi
perpustakaan (baik buku maupun nonbuku/digitalfelektronik) termasuk dalam kategori
“asel tetap lainnya”, yang harus ditatausakan dan dicatat dalam laporan keuangan

instansi.

Sehingga dalam konteks pertanggungjawaban alas pengelolaan keuangan negara,
dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka
penatausahaan koleksi perpustakaan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan

yang berdaku.

Bapak/lbu Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Rl1 MNomor 181/PMKE.0G/2016 tersebut,
penatausahaan koleksi perpustakaan sama dengan penatausahaan BMN lainnya.
Sehingga terdapat peraturan-peraturan yang mengikat dalam penatausahaan koleksi
perpustakaan, yang sama dengan BMMN vang lainnya. Dalam diskusi kita kali ini,
koleksi perpustakaan yang akan dibahas akan dikhususkan pada koleksi buku
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